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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-036/KM.10/2007
TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN TRIPUTRA.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan surat Nomor : DP.TIA/03/2007 ltangga\l 2 Januari
2007 hal tersebut di atas dan terakhir dengan surat Nomor
DP.TIA/09/2007 tanggal 22 Februari 2007 mengenai kelengkapan
permohonan, PT Triputra Investindo Arya telah mengajukan
permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Triputra;

b. bahwa permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun
Triputra telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan
pelaksanaannya.

Yk

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

Mengingat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3507);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

- 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1993 tentang
Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun
Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan
Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi
Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 344/KMK.017/1998;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor Kep-04/BL/2006 tentang Pelimpahan Sebagian
Wewenang kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen
Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

Salinan sesuai d

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

Nomor : Kep-036/KM.10/2007
Tanggal : 13 Maret 2007
-2 -
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN TRIPUTRA.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra,
berkedudukan di Jakarta yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Keputusan
Nomor 02/SK-Pend. DPT/I/2007 tanggal 2 Januari 2007.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;

2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

3. Kepala Biro Dana Pensiun;

4. Direksi PT Triputra Investindo Arya selaku Pendiri Dana Pensiun
Triputra.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2007

an. Menteri Keuangan .
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
u.b.
Kepala Biro Dana Pensiun
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PERATURAN DANA PENSIUN

DARI

DANA PENSIUN TRIPUTRA

Surat Keputusan
Pendiri Dana Pensiun Triputra
Nomor : 02/SK-Pend.DPT/1/2007Tanggal 2 Januari 2007
Tentang
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra
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PERATURAN DANA PENSTUN DARI
DANA PENSIUN TRIPUTRA

DAFTAR IS1
KETERANGAN
SURAT KEPUTUSAN PENDIRI DANA PENSIUN TRIPUTRA

KETENTUAN UMUM
Pasal 1. Artilstilah

DANA PENSIUN
Pasal 2. Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 3. Tanggal Pendirian dan Jangka Wakiu
Pasal 4. Asas Dasar
Pasal 5. Maksud dan Tujuan
Pasal 6. Kekayaan Dana Pensiun

KEPENGURUSAN DANA PENSIUN
Pasal 7. Nama Pendiri
Pasal 8. Kewajiban Pendin
Pasal 9. Hak dan Wewenang Pendiri
Pasal 10. Nama Mitra Pendiri
Pasal 11. Kewajiban Mitra Pendin
Pasal 12. Hak dan Wewenang Mifra Pendiri
Pasal 13. Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri
Pasal 14. Pengakhiran Kepesertaan Mitra Pendiri
Pasal 15. Pengurus — Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan
Pasal 16. Kewajiban Pengurus
Pasal 17. Hak dan Wewenang Pengurus
Pasal 18. Tanggung Jawab Pengurus
Pasal 19. RapatPengurus .
- Pasal 20. Dewan Pengawas — Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa
Jabatan
Pasal 21. Kewajiban Dewan Pengawas
Pasal 22. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas
Pasal 23. Tanggung Jawab Dewan Pengawas
Pasal 24. Rapat Dewan Pengawas

PENERIMA TITIPAN
Pasal 25. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan
Pasal 26. Tanggung Jawab Penerima Titipan

TAHUN BUKU DAN BIAYA
Pasal 27. Tahun Buku
Pasal 28. Biaya Dana Pensiun
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PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN TRIPUTRA

DAFTAR ISK

KETERANGAN

KEPESERTAAN

Pasal 29,
Pasal 30.
Pasal 31.
Pasal 32.
Pasal 33.

Syarat Kepesertaan

Hak dan Kewajiban Peserta

Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Berhak
Penetapan Tanggal Lahir dan Usia Pensiun

IURAN PENSIUN

Pasal 34.
Pasat 35.

Besarnya [uran Pensiun
Tata Cara Pembayaran Iuran

MANFAAT PENSIUN

Pasal 36.
Pasal 37.
Pasal 38.
Pasal 39
Pasal 40.
Pasal 41.
Pasal 42.
Pasal 43,

Hak atas Manfaat Pensiun

Besarnya Manfaat Pensiun

Berhenti Bekerja Sebelum Berhak atas Manfaat Pensiun
Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan
Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun

Pajak atas Manfaat Pensiun

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 44.

(Tentang Perubahan Peraturan)

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 45.

(Tentang Tata Cara Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46.

(Tentang Saat Mulai Berlakunya Peraturan)

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Nama Mitra Pendiri dan Lokasi

1.

HALAMAN
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KEPALA BIRD DANA PEMNIIUN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDOENSIA

DICATAT DALAVTBUAY,
Pada tanggal
Dengan Nomor
Tandz Tangan

AFTAR UMEIM

Ly o

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

o
H

‘iq\'kh t e Q{ ¥ :
SURATKEPUTUSAN. .. i ., U60U68495

S
HLARASA BUTABARAT

PENDIRI “DANA PENSIUN TRIPUTRA™ i
Nomor : 02/SK-Pend.DPT/1/2007

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN DARI
“DANA PENSIUN TRIPUTRA”

bahwa kepada karyawan perlu diberikan jaminan hari tua demi
kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga menimbulkan rasa
aman bagi karyawan dan keluarganya yang pada gilirannya dapat
menunjang kegairahan kerja, loyalitas kepada perusahaan dan menciptakan
semangat kerja yang terus meningkat;

bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk membentuk Dana
Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan program pensiun iufan pasti
dengan menetapkan Peraturan Dana Pensiun dari “Dana Pensiun Triputra™
dengan Surat Keputusan Pendiri “Dana Pensiun Tripuira”.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi
Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;

Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia ~ Nomor
227/KMK.017/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli
1998 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana
Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun  dan
Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
Pemberi Kerja;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PENDIRI “DANA PENSIUN TRIPUTRA” TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN DARI “DANA PENSIUN TRIPUTRA”
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Arti Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

1.

'

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dana Pensiun adalah “Dana Pensiun TRIPUTRA”
Pendiri adalah PT TI'IIPUTRA INVESTINDO ARYA
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
Pengurus adalah Direksi Dana Pensiun

Mitra Pendiri adalah perusahaan-perusahaan yang menyatakan keikutsertaannya dalam Dana
Pensiun ini dan telah disetujui oleh Pendiri.

Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendjri.

Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun,

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia
Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari “Dana Pensiun TRIPUTRA”

Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

Peserta adalah Karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun
dan telah terdaftar pada Dana Pensiun .

Karyawan adalah karyawan tetap.

Bekas Karyawan adalah Karyawan yang menjadi Peserta Dana Pensiun yang berhenti hekerja
bukan karena pensiun, dan tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.

Tanda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia, yang telah terdaftar
pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atan pensiun atau meninggal dunia.

Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum
Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak
menikah dan tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun

Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk

Cacat adalah cacat total dan tetap, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja,
yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan tugas pekerjaan yang memberikan
penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan
pengalamannya
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Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah gaji pokok yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja yang
dibayarkan secara bulanan scbagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan,
menurut peraturan penggajian Pemberi Kerja yang berlaku.

Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada Peserta
dan atau Janda/Duda dan atau Anak untuk jangka waktu tertentu atan seumur hidup.

BABII

DANA PENSIUN

Nama dan Tempat Kedudukan
Pasal 2

Dana Pensiun menjalankan kegiatannya dengan nama “Dana Pensiun Tripatra”, yang
selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.

Kantor cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus

dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Tanggal Pendirian dan Jangka Wakiu
Pasal 3

Dana Pensiun ini didirikan pada tanggal 2 Januari 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.

Asas Dasar
Pasal 4

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai landasan konstifusional.

@)

@

M

2

Maksud dan Tujuan
Pasal 5

Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran
Pasti scbagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan
Pihak Yang Berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua setelah tidak bekerja
lagi pada Pemberi Kerja tetap terjamin.

Kekayaan Dana Pensiun
Pasal 6

Kekayaan Dana Pensiun berasal dari:

Turan Peserta;

Turan Pemberi Kerja;

Hasil investasi; dan

. pengalihan dana dari dana pensiun lain.

oo B

Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
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(3) Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman agar diperoleh hasil yang optimal
dengan cara mengembangkan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan
oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.

(4) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan
atas suatu pinjaman.

(5)  Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga kevangan
yang memenuhi ketentuan Menteri dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.

(6) Kekayaan Dana Pensiun yang diinvestasikan di pasar modal yang perlu menggunakan jasa
titipan wajib dititipkan kepada Penerima Titipan.

BAB 11
KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Nama Pendiri
Pasal 7

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Triputra Investindo Arya, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan
dengan Akta Nomor 34 tanggal 15 Oktober 1998 oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya SH., Notaris di
Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4803/2000, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Agustus 2000 Nomor 68, dan telah beberapa kali

mengalami perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 27
Desember 2004 oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya SH., Notaris di Jakarta.

Kewajiban Pendiri
Pasal 8
(1)  Pendiri wajib membayar iuran pensiun yang menjadi bebannya.
(2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta yang berasal dari Karyawannya.

(3)  Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada
Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang
belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.

(5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan
Pengawas kepada Menteri.

(6)  Pendiri wajib mempertimbangkan usul dan saran dari Mitra Pendiri.
(7) Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepescrtaan Karyawannya
kepada Dana Pensiun.
Hak dan Wewenang Pendiri
Pasal 9

(1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya,

(2) Pendiri mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus, dengan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

(3)  Pendiri mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
7728
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Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.

Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah arahan investasi dengan
berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Pendiri menyetujui rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana
investasi Dana Pensiun.

Pendiri menyetujui laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus dan
Dewan Pengawas.

Pendiri menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.

Pendiri dapat menerima atau menolak Pemberi Kerja lain untuk bergabung ke dalam Dana
Pensiun sebagai Mitra Pendiri dan menegaskan persetujuannya secara tertulis atas keikutsertaan
karyawan Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana
Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Pendiri dapat memberhentikan Kepesertaan Mitra Pendiri di Dana Pensiun ini dengan alasan
tertentu.

Nama Mitra Pendiri
Pasal 10

Mitra Pendiri Dana Pensiun adalah perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini, yang terdiri dari 46

perusahaan.
Kewajiban Mitra Pendiri
Fasal 11
(1)  Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaasnya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun serta

@
3)
G

)

(6)

1

memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun ini.
Mitra Pendiri wajib membayar iuran pensiun yang menjadi bebannya.
Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta yang berasal dari Karyawannya.

Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.

Mitra Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan Karyawannya
kepada Dana Pensiun. : : ,

Hak dan Wewenang Mitra Pendiri
Pasai 12

Mitra Pendiri berhak memperoleh keterangan dan data dari Pengurus mengenat hal-hal yang

berhubungan dengan Dana Pensiun.
8/28
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Mitra Pendiri berhak memberikan usul, saran dan pendapat kepada Pendiri mengenai segala hal
yang berkzitan dengan Dana Pensiun untuk kelancaran dan pengembangan Dana Pensiun.

Mitra Pendiri berhak memperoleh laporan kegiatan dan laporan keuangan Dana Pensiun,
terutama yang menyangkut Mitra Pendiri yang bersangkutan. =

Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensjun dengan memenuhi ketentuan Undang-
undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri
Pasal 13

Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran iuran ke
Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan juran yang wajib dilaporkan kepada
Menteri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang penangguhan kepesertaan
Mitra Pendiri disertai bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.

Jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun selambat-lambatnya
1 (satu) tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tidak membayar iuran.

Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiri telah membayarkan kembali jurannya ke
Dana Pensiun, maka Pendiri akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri.

Pendiri wajib melaporkan kepada Menteri tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra
Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri dan disertai bukti Mitra Pendiri telah
membayar iuran.

Selama masa penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri, seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana
Pensiun tetap berlaku termasuk pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan kecuali
mengenai pembayaran iuran dan ketenfuan mengenai perhitungan manfaat pensiun.

Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka
Pendiri mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan
Dana Pensiun.

Pengakhiran Kepesertaan Mitra Pendiri
Pasal 14

Pendiri dapat mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan atau tanpa tindakan penangguhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendiri tidak berlaku lagi sejak perubahah Peraturan
Dana Pensiun tentang pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri telah mendapatkan pengesahan
Menteri. ' _ .

Dalam hal Pendiri mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan
pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka pengakhirannya dapat berlaku
sejak tanggal pernyataan Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan
disahkan oleh Menteri.
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Pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) serta
pemisahan diri Mitra Pendiri dari Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat G))
hanya dapat dilakukan per tanggal akhir tahun buku Dana Pensiun.

Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru
atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan, kewajiban
dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali
untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun.

Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk Dana Pensiun
baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan,
kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan
pilihan:

a. Mitra Pendiri, apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan penyelenggaraan program pensiun,
atau '
b. Peserta, apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan penyelenggaraan program pensiun.

Bagi Peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima
pembayaran manfaat pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6),
pengalihan pembayaran dilakukan dengan: ‘

a. membeli Anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atas pilihan Peserta; atau
b. mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.

Bagi Peserta dengan hak Pensiun Ditunda yang belum berhak atas manfaat pensiun dari Mitra
Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan
mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.

Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri
dalam Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan, kewajiban, kekayaan dan tanggung jawab dari
Mitra Pendiri yang menggabungkan diri beralih ke Mitra Pendiri yang menerima penggabungan,
dan Mitra Pendiri yang bergabung harus dihapus dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun.

Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5), ayat (6), ayat (7), avat (8) dan ayat (9) menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

Pengurus
Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan
Pasal 15

Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri mengangkat Pengurus.
Pengangkatan Pengurus ditetapkan dengan surat keputusan.

Setiap anggota Pengurus wajib membuat pemyataan tertulis tentang kesediaannya untuk
diangkat sebagai Pengurus.

Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan seorang Presiden
Direktur dan lainnya Direktur.
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Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau
anggota Direksi Pemberi Kerja atan Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir,
anggota Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pendiri dapat memberhentikan anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir.

Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.

Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus, maka Pendiri
harus mengangkat anggota Pengurus yang baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak
terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota
Pengurus yang digantikannya.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

masa jabatan berakhir; atan

meninggal dunia; atau

mengundurkan diri; atau

diberhentikan oleh Pendir; atau

dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
Dana Pensiun bubar.

e o ow

Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Kewajiban Pengurus
Pasal 16

Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak
Yang Berhak atas manfaat pensiun.

Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang
ditetapkan Pendiri bersama Dewan Pengawas dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil
yang optimal.

Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperiukan dalam rangka
pengelolaan Dana Pensiun.

Pengurus wajib bertindak teliti, trampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung-
jawabnya mengelola Dana Pensiun.

Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
Pengurus wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban tahunan '
mengenai kepengurusan dan pengelolaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (6), kepada Pendiri untuk disetujui dan disahkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun buku.
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Laporan pertanggungjawaban- tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disertai pula
dengan laporan kewvangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan dan
pengesahan Pendiri, wajib disampaikan kepada Mitra Pendiri.

Dalam hal laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum
disahkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka Pengurus dilepaskan dari

tanggungjawabnya kepada Pendiri atas kepengurusan Dana Pemsiun dalam periode tahun
laporan dimaksud.

Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri menurut jenis, bentuk,
susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri, yang terdid dari:

a. laporan kenangan;
b. laporan investasi;
C. laporan teknis.

Pengurus wajib menyampaikan informasi kepada Peserta mengenai:

a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan
Menteri;

b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan wakiu yang
ditetapkan Menteri;

C. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;

d. akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Atas pilihan Peserta, Janda/Duda atau Anak, Pengurus wajib membelikan Anuitas seumur hidup
dari perusahaan asuransi jiwa bagi Peserta atau Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta pensiun
atau meninggal dunia.

Dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iuran kepada Dana Pensiun selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut sejak jatuh temponya, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada
Pemberi Kerja dan melaporkannya kepada Menteri.

Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan
perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pengusus wajib membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana
investasi untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun
buku untuk mendapatkan persetujuan Pendisi.

Apabila rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) belum mendapatkan persetujuan setelah melampaui
jangka wakmu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, maka Pengurus dalam
melaksanakan kegiatannya harus menggunakan anggaran tahun lalu.

Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyatakan pendapat dan saran
mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pengurus, Pendiri dan Dewan
Pengawas.

Pengurus bersama dengan Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai
saran dan pendapat dari Peserta mengenai portofolio investasi dan hasilnya.
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